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Skripsi ini membahas tentang IMPLEMENTASI PERATURAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN 

PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT 

TIDAK MAMPU MELALUI PRODEO DI PENGADILAN AGAMA KUALA 

KAPUAS. Berdasarkan latar belakang pada perkara prodeo ini yang menarik 

untuk diteliti yaitu terhadap pembatasan wilayah yang hanya diperuntukkan untuk 

masyarakat yang tinggal di perkotaan saja. Padahal pada kenyataannya 

masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, kebanyakannya tergolong orang 

yang sangat mampu hal tersebut bisa dilihat dari segi ekonomi seperti berpakaian 

rapi, memakai tas bahkan perhiasan, serta kendaraan yang digunakan. Justru 

masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau pelosok atau pedesaan yang 

bisa dikategorikan tergolong kurang mampu, yang sangat membutuhkannya dan 

mereka tidak dapat mengajukan permohonannya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan 

mahkamah agung no.1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan 

hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui prodeo di pengadilan agama kuala 

Kapuas. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Untuk mengumpulkan data, 

penulis menggunakan metode wawancara terhadap informan, mereka hakim di 

Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebanyak dua orang, satu orang staf Pengadilan 

Agama Kuala Kapuas, dan dua orang masyarakat yang berkaitan dengan 

implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman 

pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui prodeo 

di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. 

Dari hasil penelitian dengan para informan di Pengadilan Agama Kuala 

Kapuas, Pelaksanaan perkara prodeo khususnya di Pengadilan Agama Kuala 

Kapuas dapat diajukan oleh pihak yang tidak mampu/miskin setelah melampirkan 

surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa, atau pihak tersebut memang 

terdaftar sebagai masyarakat miskin dan memang memiliki kartu miskin. Perkara 

prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebenarnya ada dua, pertama prodeo 

yang anggarannya dibebankan kepada DIPA Pengadilan, kedua prodeo murni 

yaitu biayanya dibebankan kepada Kantor Pengadilan Agama tersebut. 

 
  


